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KATA PENGANTAR 

  Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat 

kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

yang berbentuk tesis ini dengan judul  “Pembalikan Beban Pembuktian 

yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi ilmu hukum 

pascasarjana Universitas Sriwijaya. 

  Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pengaturan pembalikan beban 

pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut 

pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia secara normatif sudah 

diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, 37A dan Pasal 38B Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

  Adapun penerapan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi 

gratifikasi di Indonesia menemukan kendala baik kendala teknis karena 

sulitnya untuk melakukan pembuktian di pengadilan karena pembalikan 

beban pembuktian masih ada perbedaan dengan konsep hukum yang diatur 

dalam KUHAP, kemudian kendala non teknis seperti kebanyakan harta 



kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan atas nama 

dari pelaku korupsi tersebut. 

  Sedangkan konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum 

tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia dengan menggunakan konsep 

hukum pembalikban beban pembuktian yang bersifat terbatas dan 

berimbang dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak 

melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

  Meskipun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa selama 

proses penulisan tesis ini maupun isinya masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan kemampun penulis. Oleh karena itu penulis berharap ada 

masukan/kritikan dari pembaca yang kritikan itu untuk membangun dan 

bertujuan untuk memperbaiki tesis ini. Dalam kesempatan ini pula penulis 

mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua 

penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya supaya dapat 

menyelesaikan tesis ini, dan tidak lupa pula kedua pembimbing dalam 

penulisan tesis ini yaitu Dr. Febrian, SH., M.S selaku pembimbing satu, dan 

Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H, selaku pembimbing dua dalam penulisan 

tesis ini, yang telah memberikan saran, motivasi, bantuan dan perhatiannya 

yang begitu besar yang tidak mengenal waktu dan tempat, semoga 

bimbingan kedua pembimbing ini dinilai oleh Allah SWT merupakan amal 



ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE selaku Rektor Universitas 

Sriwijaya. 

2. Dr. Febrian, SH., M.S selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya sekaligus dosen tetap di pascasarjana Universitas 

Sriwijaya, yang telah memberikan masukan ilmu pada penulis 

terutama ilmu hukum dan ham, serta ilmu politik hukum. 

3. Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku ketua program studi magister 

ilmu hukum sekaligus dosen tetap di pascasarjana Universitas 

Sriwijaya, yang telah memberikan masukan ilmu pada penulis 

terutama ilmu sosiologi hukum, serta filsafat hukum. 

4. Dr. Febrian, SH., M.S, merupakan pembimbing pertama dalam 

penulisan tesis ini; dan Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H merupakan 

pembimbing kedua dalam penulisan tesis ini; 

5. Seluruh staf administrasi magister ilmu hukum Universitas 

Sriwijaya. 

6. Semua dosen penguji yang terlibat di dalam pengujian tesis ini, yang 

telah memberikan masukan pada tesis ini sehingga menjadi lebih 

baik lagi.  

7. Teman-teman seperjuangan, dan semua teman-teman mahasiswa 

program studi magister ilmu hukum Universitas Sriwijaya. 



Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun masih banyak 

kekurangan akan tetapi tetap dapat menambah kekayaan khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana, serta berguna untuk orang-

orang yang membaca tesis ini.  

       Palembang,     Juli 2019 

       Penulis 

 

Husin Rianda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena tindak pidana korupsi sudah ada di masyarakat sejak 

lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua 

berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena tindak pidana korupsi ini sudah ada 

sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa 

tindak pidana korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman 

penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa 

golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Tindak pidana korupsi 

merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan tindak pidana 

korupsi dewasa ini tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. 

Tindak pidana korupsi kini cenderung lebih banyak dalam bentuk tindak 

pidana korupsi dilakukan oleh kepala daerah dan hampir semua institusi 

pemerintah di Indonesia
1
. Tindak pidana korupsi sudah mengakar dalam 

budaya masyarakat Indonesia, yang memang hanya berupa tindak pidana 

korupsi kecil-kecilan. Misalnya permintaan oknum pegawai di Kelurahan 

kepada masyarakat yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk, dan 

                                                             
1 Diolah dari Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, 

Cetakan II, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 7. Lihat juga Jawade Hafidz, Efektifitas 

Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan 

Negara Hukum Di  Indonesia, dalam Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 

2009, hlm. 39-40. 



besarnya pun terkadang tidak kira-kira. Bahkan sudah ada dalam bentuk 

paket, yakni paket cepat atau biasa yang biayanya pun berbeda pula
2
. 

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang 

merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap 

menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu 

perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Sehingga 

tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang 

perlu dan didekati secara khusus, dan diancam dengan ancaman hukum 

pidana yang cukup berat
3
.  

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab dari 

runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Tumbangnya 

rezim orde baru melahirkan orde lain yaitu orde reformasi, pada orde 

reformasi inilah penguasa orde reformasi mengambil suatu political will 

yaitu langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab tindak pidana 

korupsi merupakan kejahatan yang susah pemberantasannya sehingga 

merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena 

itu untuk pemberantasannya diperlukan langkah-langkah yang sangat ekstra. 

Kejahatan korupsi ini merupakan warisan dari orde lama dan orde baru, 

bahkan Kejahatan korupsi ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka 

misalnya di masa VOC (Verrenige Ost Indische Company). Penyebab 

                                                             
2Ibid, hlm. 41.  
3 Elwi Danil, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.  



klasiknya adalah budaya upeti dan seremonial merupakan penyebab klasik 

dari maraknya korupsi di Indonesia
4
. 

Indonesia boleh bangga sebagai bangsa yang memiliki 

keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Bangga karena dianugerahi 

keindahan alam nan menawan. Mungkin juga bangga akan kemajuan 

peradaban masa lalu, di zaman Majapahit ataupun Sriwijaya. Bangga karena 

berhasil mempersatukan bangsa, berjuang bersama melewati masa-masa 

sulit dan memerdekakan Indonesia. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka 

bukan berarti tidak ada lagi peperangan, peperangan masih tetap ada tetapi 

lawannya ialah tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi di 

Indonesia semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Dalam majalah Der Spegel Edisi Juli 1995 dan Majalah Fortune 

Edisi Agustus 1995, tingkat kerawanan tindak pidana korupsi di negara 

Indonesia mendapat peringkat terjelek di dunia hampir sama dengan korupsi 

di Republik Rakyat Cina (RRC). Transparency International (TI) dalam 

penelitiannya di tahun 1998-2003, menempatkan Indonesia pada posisi 10 

(sepuluh) besar negara paling korup di dunia. Demikian pula Political and 

Economic Risk Consultancy (PERC) dalam penelitiannya pada tahun 1997 

mengemukakan bahwa Indonesia menempati posisi negara yang terkorup di 

Asia, dan pada tahun 2001, Indonesia turun peringkat menjadi negara 

                                                             
4
 Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan pengembalian beban pembuktian, dalam Jurnal 

Konstitusi, Vol 9, Nomor 2, Juni 2012, diakses pada tanggal 19 Februari 2018. 



terkorup kedua di Asia setelah Vietnam.
5
 Transparency International 

kembali merilis Corruption Perception Index yang ke-23 untuk tahun 

pengukuran 2018. CPI 2018 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli 

untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian 

CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat 

bersih. Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 

dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini meningkat 1 poin dari tahun 

2017 lalu. Hal ini menunjukkan upaya positif antikorupsi yang telah 

dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan 

Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil
6
. 

Tindak pidana korupsi merupakan masalah bangsa Indonesia hingga 

sampai saat ini. Karena tindak pidana korupsi menunjukan rendahnya etika 

yang dimiliki oleh pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh 

karena itu, masyarakat Indonesia memandang bahwa banyaknya praktek 

korupsi yang dapat menunjukan rendahnya pemahaman pejabat publik 

terhadap etika administrasi negara. Pemahaman menyeluruh secara 

konseptual dan praktek dari etika administrasi negara menjadi sangat 

penting sebagai upaya memberantas praktek korupsi di Indonesia.
7
 

                                                             
5
 Chaerudin, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 5. Lihat juga Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan 

Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara 

Hukum Di  Indonesia, dalam Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, 

hlm. 42. 
6 Transparency International Indonesia, Corruption Perception Index 2018, dalam 

https://ti.or.id/, diakses tanggal 21 April 2019. 
7 Diolah dari Dwiyanto Indiahono, Birokrat (Bukan) Pelayan Koruptor, 

Yogyakarta: Gava Media, 2016, hlm. 21. 



Meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia juga dapat 

menggambarkan bahwa sangat lemahnya penegakan hukum, penelusuran 

harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi. Dengan demikian untuk mendukung penegakan hukum 

tindak pidana korupsi perlu dilakukan berbagai penguatan, seperti 

penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparat penegak 

hukumdan penguatan perundang-undangan. Salah satu cara penguatan 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penerapkan 

prinsip pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau 

Shifting theburden of proof) atau pembalikan beban pembuktian kepada 

terdakwa atas harta kekayaannya.
8
 

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang 

sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah 

ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di 

dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang 

untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara 

maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan 

kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan 

seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa 

                                                             
8
 Diolah dari Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan 

Hukum Pidana, Jakarta: Cv Diadit Media, 2006. hlm. 330-331. Lihat juga Maria Silvya E. 

Wangga, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, 

dalam jurnal Hukum, Vol. 3, No.2, hlm 4. Dapat juga diakses dalam 

https://media.neliti.com/media/publications/53743-ID-mekanisme-pembalikan-beban-

pembuktian-ti. 



memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak 

hal, jika melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka dapat diklasifikasikan 

penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan 

agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku 

korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good 

governance), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan 

tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi 

yang menyebabkan pergeseran nilai-nila kehidupan yang berkembang 

dalammasyarakat.
9
 

Kasus-kasus tindak pidana korupsi zaman modern sekarang ini 

sangat sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan 

yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan 

terselubung dan bahkan sangat terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini 

sering sekali disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. 

Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan 

Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan white collar crime sebagai 

tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial-

ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. 

Sementara Edelhertz mendefinisikan white collar crime sebagai serangkaian 

tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan 

penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta 

                                                             
9Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika,2011, hlm.15. 



benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda 

atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis.
10

 

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis 

multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari 

kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai 

permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh 

melaluilangkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua 

potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat 

penegak hukum, maka dari itu dalam peroses pembuktiannya harus lebih 

diperkuat agar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia semakin 

efektif. 

Pembuktian pada hakikatnya dalam hukum pidana memiliki peranan 

penting, sebab melalui pembuktian itulah dapat ditentukan salah atau 

tidaknya terdakwa. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan 

dan menetapkan serta memutuskan kesalahan seseorang baik melalui litigasi 

maupun non litigasi. Kajian berdasarkan kerangka litigasi di pengadilan 

akan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana 

(veroordeling) dari hasil persidangan secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana atau dibebaskannya dari dakwaan (vrijspraak) karena tidak 

terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan 

                                                             
10 Sudaryono, Kejahatan Ekonomi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 1998, hlm. 28. 



hukum (onslag van elle rechtsvervolging) karena apa yang didakwakan 

terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana
11

. 

Pihak-pihak yang memiliki beban untuk melakukan pembuktian 

dalam tindak pidana korupsi adalah pertama terdakwa yang harus 

membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. 

Jadi yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah terhadap unsur harta 

kekayaannya saja, sedangkan unsur perbuatannya tetap harus dibuktikan 

oleh jaksa penuntut umum. Seperti dalam kasus Bahasyim Assifie, yang 

bersangkutan didakwa menerima suap Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dari 

Kartini Mulyadi, namun harta yang dirampas oleh Negara sebesar Rp 68. 

000.000.000,- (enam puluh delapan milyar), begitupun dalam kasus Waode, 

yang didakwa menerima suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 

(DPID) sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta 

rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 44. 250.000.000.,- (empat puluh empat 

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam rekening 

terdakwa tetap dirampas oleh Negara. Beban pembuktian adalah bagian 

dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi 

mengenal sistem beban pembuktian  terbalik. Pertama, mengenai 

pembuktian tindak pidananya. Namun terbatas pada tindak pidana menerima 

suap gratifikasi yang di dalam dugaannya mencapai nilainya 

Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih Pasal 12 B (1a). Kedua, 

                                                             
11 Lilik Mulyadi, dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle, diakses 

tanggal 19 Februari 2018. 



mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 B). Tidak 

banyak manfaat  nyauntuk membuktikan tindak pidana selain kedua objek 

tersebut. Untuk membuktikan tindak pidana korupsi selain yang disebutkan 

pertama, dapat dilkakukan dengan menggunakan sistem biasa ialah 

dibebankan pada jaksa. Akan tetapi sering dalam praktik dapat 

menimbulkan persoalan, yakni pertentangan antara hasil pembuktian beban 

pembuktian terbalik antara objek yang pertama dan yang kedua.
12

 

PemberantasanTindak Pidana Korupsi dengan menggunakan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena 

itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa 

Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, 

Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 

1960 dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana  Korupsi.  

Karena  dirasa  kurang   memadai,  yang   kemudian Persoalan muncul 

sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik 

yang  harus  dilakukan  oleh terdakwa, maka  pada tahun 1971 dibentuk 

Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya undang-undang ini 

sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik 

namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan 
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dengan asas praduga tidak bersalah, namun, dengan memperhatikan prinsip 

lex specialis derogat legigeneralis akhirnya pada tahun 1999 diundangkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini 

dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian 

terbalik yang terbatas terhadap tertentu dan mengenai perampasan harta 

hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya 

pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khususan, 

maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para 

penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian 

Terbatas dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih 

jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12C, 37A, 38A, dan 38B. 

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai beban 

pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih 

mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan 

asas beban pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  menggunakan asas 

pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal  12B,  yang 

menjelaskan sebagai berikut: 



(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran 

negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan 

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 

lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan 

suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 

b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan 

oleh penuntut umum. 

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling 

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Mengenai sanksi tindak pidana korupsi gratifikasi dijelaskan juga 

di dalam Pasal 12B di atas kemudian diatur juga dalam Pasal 12C. 

Sedangkan pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban untuk melakukan 

beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi diatur 

dalam Pasal 37A, yang menjelaskan sebagai berikut: 

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda 

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 

hubungandengan perkara yang didakwakan. 

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan 

yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber 

penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah 

ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 

15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 

Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban 

untuk membuktikann dakwaannya. 

 



Mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda 

terdakwa yang belum didakwakan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak 

pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai dengan 

ketentuan pasal di atas. Kemudian sistem pembalikan beban pembuktian ini 

tidak pernah ada yang bersifat total absolut. Artinya hanya dapat diterapkan 

secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi dan 

juga berkaitan dengan tindak pidana suap. Selanjutnya beban pembuktian 

terbalik ini bertentangan dengan KUHAP sebagai induk hukum acara 

pidana di Indonesia, maka beban untuk membuktikan suatu tindak pidana 

selama ini menjadi tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan 

dalam beban pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka beban 

pembuktian tentang adanya suatu tindak pidana gratifikasi menjadi 

bergeser bahkan berbalik menjadi beban terdakwa. Artinya adanya 

pertentangan norma antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi 

menarik untuk dibahas, oleh karenanya yang menjadi fokus 

pembahasannya mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak 

pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. Kemudian mengenai penerapan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembalikan beban 

pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. Dan yang 



terakhir mengenai konsep hukum pembalikan beban pembuktian yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum 

tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

  Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut.  

1. Bagaimana pengaturan pembalikan beban pembuktian yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak 

pidana korupsi gratifikasi di Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan 

pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di 

Indonesia? 

3. Bagaimana seharusnya konsep hukum pembalikan beban 

pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya 

penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menjelaskan pengaturan, pengaturan pembalikan beban 

pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

menuntut pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia. 



b. Untuk menjelaskan penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

melakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi 

gratifikasi di Indonesia. 

c. Untuk memahami seharusnya konsep hukum pembalikan beban 

pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di 

Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan 

wawasan ilmu pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan 

meneliti dan menulis karya ilmiah bidang hukum khususnya 

hukum pidana dalam proses kegiatan pendidikan dan penelitian. 

b. Manfaat praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi 

mahasiswa ilmu hukum dan juga bagi pembaca yang berminat di 

bidang hukum pidana. Selain itu secara khusus berguna sebagai 

bahan pengetahuan praktis bagi penegak hukum Hakim, Jaksa dan 

Advokad dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai 

penegak hukum. dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran 

kepada almamater dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.  

D. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual  

1. Kerangka Teoritis 

1.1. Grand Theory 



  Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan 

yang dalam bahasa Inggris disebut dengan theory of punishment, sedangkan 

dalam bahasa Belanda disebut dengan theorie van de straf berkaitan erat 

dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku
13

. Pemidanaan merupakan penjatuhan 

hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Oleh 

karena itu, dengan kata lain pidana merupakan penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Sanksi yang dapat berupa atau mengenai harta benda, 

badan dan kadang-kadang nyawa seseorang.
14

 Jenis-jenis Pidana, hukum 

pidana diatur dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari 

2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, masing-masing 

dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini: 

Berdasarkan pengaturan yang demikian, maka menjadi jelas bahwa 

untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur 

dalam Pasal 10 KUHP, di luar itu bukan merupakan suatu jenis pidana yang 

ada dalam KUHP dan jika diterapkan berarti telah melenceng dari aturan 

hukum yang telah diterapkan dan berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan 

hukuman dalam tiap-tiap pasal dari KUHP senantiasa menyebutkan 

maksimum hukuman. Adapun yang dimaksud dengan maksimum hukuman 

adalah hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku 
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tindak pidana sesuai dengan pasal dalam KUHP yang didakwakan 

terhadapnya.
15

 

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada 

umumnya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
16

 

1) Teori Absolut 

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccantum est). 

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 

kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari 

pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri. Menurut 

Kant, dasar pembenaran pidana terletak di dalam “Kategorische Imperatif”, 

yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus 

dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut 

merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap 

pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus 

dikesampingkan. 

2) Teori Relatif atau Tujuan 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan 

absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana 

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada 
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orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut 

teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah 

terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” 

(karena orang melakukan kejahatan) tetapi “ne peccetur” (supaya orang 

jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan 

kejahatan dibedakan antara istilah prevensi special dan prevensi general. 

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. 

Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan 

mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak 

pidana lagi. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana 

terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu 

ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota 

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. 

3) Teori Gabungan 

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori 

relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya 

prevensi terhadap seorang narapidana. Di dalam Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional edisi Tahun 1999-2000, dalam 

Pasal 50 ayat (1) telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai 

berikut: 

(a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; 



(b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

(c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; 

(d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
17

 

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana 

yang tercantum dalam RKUHP tersebut merupakan penjabaran teori 

gabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, 

kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. 

Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, 

pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola 

pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis 

sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. 

Sebagai suatu sistem, maka pola pemidanaan tidak dapat dipisahkan 

dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. 

Keberadaan pola pemidanaan dalam konteks sistem pidana dan pemidanaan 

adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi 

dalam hukum pidana
18

 di Indonesia menganut double track system, maka 

ide dasar kesetaraan dari sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan 

pokok dalam suatu pola pemidanaan”. Secara singkat yang dimaksud 

dengan “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian 
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atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem 

pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:
19

 

1. Dari sudut fungsional (dari sudut 

bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat 

diartikan sebagai: 

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 

fungsional- isasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana. 

b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang 

mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau 

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi 

sanksi (hukum) pidana. 

2. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma 

hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan 

sebagai: 

a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana material 

untuk pemidanaan. 

b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel 

untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana
20

. 

 

1. 2. Middle Range Theory 

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem 

Peradilan Pidana (SPP) dan teori keadilan dalam hukum pidana. Istilah 

sistem peradilan  pidana  merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

criminal justice system.
21

 Indonesia pengaturan Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri atas 

komponen Kepolisan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga 

Pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat 

                                                             
19 Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum 

dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta. 
20 Ibid,  

21 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System: Perspektif 

Eksistensi dan Abolisionisme, Putra A. Bardin, 1996, hlm 32. 



erat satu sama lainnya bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Dalam 

penelitian ini dibatasi pada sub sistem peradilan pidana Kepolisian dan 

Kejaksaan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyelenggaraan peradilan 

pidana dapat dipahami sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak 

hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

sidang di Pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.
22

 

  Di Indonesia, tahapan dalam peradilan pidana dijalankan oleh 

subsistem yaitu terhadap penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh 

Kejaksaan pemeriksaan siding Pengadilan oleh Pengadilan, pemasyarakatan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Keempat komponen ini bekerjasama membentuk 

apa yang dikenal dengan nama suatu Integrated Criminal Justice .
23

 

  Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa: Mardjono Reksodiputro-lah 

yang memperkenalkan dan memperluas konsep Sistem Peradilan Pidana 

begitu pula dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
1 

sebagai 

terjemahan dari Integrated of Criminal Justice System. Mardjono 

Reksodiputro menghendaki adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana 

yang terpadu diantara keempat komponen yang ada. Cara kerja keempat 

komponen itu diibaratkan sebagai bejana berhubungan. 

 Satu dari keempat komponen mengalami gangguan akan 

mempengaruhi cara kerja komponen lainnya. Misalnya, pemeriksaan 
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tersangka yang dilakukan dengan penyiksaan, senyatanya akan 

mengakibatkan kelemahan pada dakwaan Jaksa di hadapan Pengadilan. Sudah 

barang tentu pengadilan dapat menilai Berita Acara Penyidikan yang 

diperoleh berdasarkan penyiksaan itu. Akibat lebih jauh, lembaga 

pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem ini, tidak dapat berhasil 

membina pelakunya untuk menjadi bagian masyarakat seutuhnya, karena 

tersangka/ terdakwa telah dibebaskan oleh pengadilan mengingat catatan 

penyidikan yang dilakukan oleh sub-sistem kepolisian.
24

 Sebagai suatu sistem, 

maka cara kerja Sistem Peradilan Pidana ini didukung oleh keempat komponen 

di atas (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan). 

 Sedangkan teori keadilan dalam hukum pidan tidak bisa lepas dari proses 

penegakan hukum, penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya 

hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh 

karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan 

perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum inconcrito 

dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hakikat 

penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi 

tugas dari penegak hukum yang sudah dikenai secara konvensional, tetapi 

menjadi tugas setiap orang. Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan 
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di pundak polisi. Penegakan hukum merupakan tugas dari semua subjek 

hukum dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan 

hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

menjadi kenyataan, yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah 

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan hukum
25

. 

Penegakan hukum secara fungsional merupakan sistem aksi, banyak 

aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam melakukan 

penegakan hukum. Akan tetapi jika penegakan hukum diartikan secara luas, 

maka tidak hanya difokuskan pada tindakan setelah terjadinya tindak 

pidana. Akan tetapi termasuk pula masalah pencegahan kejahatan 

(prevention of crime) yang juga melibatkan banyak pihak. Di samping itu, 

upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari 

politik kriminal, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan 

norma-norma hukum
26

. 

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil 

dan berkeadilan dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum 

yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang 

dan pencari keadilan itu sendiri, penegakan hukum sangat menentukan 

secara riil citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang 
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lengkap baik dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat jika tidak 

diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil
27

. 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya melaksanakan 

undang-undang, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian sehingga istilah Law Enforcement 

sangatlah populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk 

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan 

hakim. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu 

bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut sebagai berikut: 

1. Faktor hukum tersebut sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi 

pada Undang-Undang saja; 

2. Faktor penegak hukum. yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

3. Faktor  sarana atau  fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan,rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam hidup.
28

 

 

Faktor-faktor penegakan hukum tersebut di atas saling berkaitan 

dengan erat antara yang satu dengan yang lainnya, karena perubahan esensi 

dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas 
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penegakan hukum. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan 

keserasian dalam hubungan antara empat faktor yaitu sebagai berikut:  

1. Hukum atau Peraturan Itu Sendiri, kemungkinannya   adalah   bahwa   

terjadi   ketidakserasian dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah 

ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan 

hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. 

2. Mentalitas petugas penegak hukum, penegak hukum antara lain 

mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas pemasyarakatan 

dan lain sebagainya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah 

baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi 

gangguan pada sistem penegakan hukum. 

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, 

kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas 

penegaknya baik, akan baik fasilitas kurang memadai, maka penegak 

hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 

4. Kesadaran hukum,  kepatuhan   hukum   dan   perilaku   warga 

masyarakat faktor penegakan hukum di atas saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya dan merupakan inti dari sistem penegakan 

hukum, jika faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat 

terungkap hal yang berpengamh terhadap sistem penegakan hukum. 

Selanjutnya dijelaskan selain dari beberapa aspek penegak hukum 

yang telah dikemukakan di atas, maka juga terdapat beberapa aspek 

pengubah hukum. Agar fungsi hukum dapat berjalan sebagaimana 

yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus 

dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan 

perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat
29

.   

 

1.3. Applied Theory 

Applied theory  dalam penelitian ini menggunakan teori 

pembuktian, khususnya pembuktian terbalik karena teori pembuktian 

terbalik agak berbeda dengan teori pembuktian pada umumnya, pembuktian 

terbalik hanya diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Pembuktian 

terbalik bertujuan untuk menentukan seorang terdakwa tindak pidana 
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korupsi atau tidak yang didasari pada alat-alat bukti sebagaimana yang 

diatur di dalam undang-undang. Sistem pembuktian terbalik ini merupakan 

sistem pembuktian yang digunakan di negara-negara anglo saxon dan 

bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka certain 

cases atau kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga 

ditempulah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau 

asas universal mengenai pembuktian
30

.  

Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa asas pembuktian terbalik 

merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis 

pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum 

pidana formal, baik sistem kontinental maupun anglo saxon, mengenal 

pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut 

Umum. Hanya saja dalam certain cases (kasus-kasus tertentu) 

diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem 

pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai reversal burden of proof 

(omkering van bewjislast) itu pun tidak dilakukan secara overall, tetapi 

memiliki batas-batas seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi 

terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak 

tersangka/terdakwa
31

.  
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Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari 

kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, 

sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah 

bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh 

melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi 

hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 

“preponderance of evidence”, sedangkan hakim pidana dalam mencari 

kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable 

doubt).
32

 

Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa pembuktian adalah 

mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu  

peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa 

tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam 

rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan 

dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: a) Penyidikan; b) Penuntutan; 

c) Pemeriksaan dipersidangan; dan d) Pelaksanaan, Pengamatan dan 

Pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu 

fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara 

keseluruhan. Yang sebagaimana diatur di dalam KUHAP.
33
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Sedangkan Simorangkir, menjelaskan bahwa pembuktian adalah 

usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak 

mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar 

supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan 

seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian 

adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakaukannya, sehingga harus 

mempertanggungjawabkannya”.
34

 

2. Kerangka Konseptual 

2.a. Jaksa Penuntut Umum 

 Jaksa Penuntut Umum adalah penasihat hukum utama pemerintah, 

yang memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, 

melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan 

hukum secara umum. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan penuntut umum 

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

2.b. Pembuktian 

  Pembuktian adalah secara bahasa  (terminologi), menurut kamus  

Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, 

suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang 
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pengadilan.
35

 Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang 

penting dalam hukum acara pidana. Dimana menentukan antara bersalah 

atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan. 

2.c. Pembalikan Beban Pembuktian  

 Pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian 

terbalik merupakan beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa 

untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara 

korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang nilainya Rp. 10 juta atau 

lebih, terdakwa dianggap bersalah. Sehingga terdakwa wajib membuktikan 

bahwa dirinya tidak bersalah serta dapat membuktikan bahwa harta 

kekayaannya  bukan  

merupakan  hasil tindak pidana korupsi. Munculnya pembuktian terbalik 

terhadap kasus tindak pidana koruspi khususnya di bidang suap dan 

gratifikasi karena disebabkan karena lemahnya penegakan hukum oleh para 

aparat penegak hukum yang menggunakan upaya-upaya biasa dalam 

menangani tindak pidana korupsi
36

. 

 

 

2.d. Tindak Pidana Gratifikasi  
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 Pengertian tindak pidana gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di 

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

Sedangkan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) pengertian luas yang 

sering dipakai dalam berbagai pembahasan  tentang korupsi.  

1. Pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik  (public office-

centered corruption). Didefinisikan sebagai tingkah laku dan 

tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari  tugas-

tugas  publik  formal  untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau 

keuntungan bagi orang-orang tertentu  yang  berkaitan  erat  

dengannya,  seperti  keluarga,  karib kerabat dan teman. 

2. Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap  

kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini,  

korupsi dapat dikatakan telah  terjadi jika seseorang pemegang 

kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang 

melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan 

memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain) sehingga dengan 

demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik. 

3. Pengertian  korupsi yang  berpusat pada pasar (marketcentered). 

Dalam kerangka ini maka korupsi adalah lembaga ekstra  legal  

yang  digunakan  individu atau kelompok untuk mendapatkan 

pengaruh terhadap  kebijakan  dan tindakan birokrasi. Karena itu 

eksistensi korupsi jelas mengindikasikan hanya individu dan 

kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang 

lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain
37

. 
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E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis normatif, yaitu 

upaya memahami persoalan dengan tetap fokus berada atau bersandarkan 

pada kajian ilmu hukum, Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada 

law in book bukan sebagai law in action, bagaiman hukum diaplikasikan 

dengan pengaruh sosial. Pendekatan yuridis normat if adalah pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan bahan  hukum  utama dengan  cara menelaah  

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan  perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal 

pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari 

berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal 

issue) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Filsafat (Philosophy Approach) 

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-

asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pendekatan filsafat akan 



mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif dan 

mengupasnya secara mendalam”.38 

Pendekatan filsafat dalam penelitian berguna untuk mengkaji dan 

menjelaskan nilai-nilai dan asas-asas hukum  Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena asas 

hukum ini penting dalam suatu aturan hukum, sehingga menjadi pedoman 

bagi hakim dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Sekaligus dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.   

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh 

deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana 

korupsi gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pendekatan perundang-

undangan ini peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan 

perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melainkan juga menelaah materi 

muatannya serta mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, 

landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-

undang
39

. 
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Pendekatan pendekatan undang-undang ini akan membuka 

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari 

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari 

ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”40. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu 

penafsiran/penghalusan hukum atau alasan-alasan hukum yang digunakan 

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Karena ratio decidendi yang 

menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspketif, 

sedangkan diktum putusan hakim bersifat deskriftif
41

. 

d. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah 

lembaga hukum dari waktu ke waktu dalam hal ini lembaga pemberantasan 

tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga 

Peradilan Tindak Pidana Korupsi). Karena pendekatan historis ini sangat 

membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu 
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ke waktu, serta dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi 

yang melandasi aturan hukum tersebut
42

. 

e. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi 

perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk 

membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau 

hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di 

samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu 

dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Pendekatan 

perbandingan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya 

ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau 

lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau 

perubahan perundang-undangan
43

. 

f. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya kebijakan tindak 

pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual merujuk 

prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan 

sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, 

konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja 
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dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu 

memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang ada. Pemahaman akan konsep hukum dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu konsep 

hukum untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini.44. 

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum 

Sumber bahan adalah mengenai dari mana bahan hukum diperoleh. 

Apakah bahan diperoleh dari sumber langsung (bahan primer) atau bahan 

diperoleh dari sumber tidak langsung (sumber sekunder). Ketetapan 

memilih dan menentukan jenis sumber bahan akan menentukan kekayaan 

bahan hukum yang diperoleh
45

. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih 

menekankan dengan menggunakan bahan yang bersumber pada bahan 

sekunder yaitu bahan yang diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini, yang mana bahan-bahannya terdiri dari yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, bahan hukum primer 

dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang paling 

tinggi sampai peraturan perundang-undangan yang paling rendah. 

1. Pancasila  
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2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 . 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahum 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

8. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. 

b. Bahan hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer dapat berupa: Rancangan Undang-Undang, 

peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para 

sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya
46

. Dalam bentuk 

buku (literatur) dan hasil-hasil penelitian yang mempunyai hubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Seperti buku-

buku yang membahas mengenai beban pembuktian terbalik dalam tindak 

pidana gratifikasi. 

c. Bahan hukum Tersier 

                                                             
46 Ibid, hlm. 216.  



Bahan hukum tersier dalam penelitian berupa komplementer untuk 

bahan hukum sekunder dan tersier adalah kamus hukum (Blak’s Law 

Dictionary), ensiklopedia, index dan bibliografi. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

  Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara 

mengidentifi-kasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti 

bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-

sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum 

yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya 

klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk 

memudahkan analitis. 

 

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum  

 Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara 

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan 

hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu: 

a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan 

hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk 

membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum 

positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam 

suatu sistem yang koheren; 

b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum 

berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan 

menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga 



sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan 

metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya
47

. 

  

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

 Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan 

penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa 

teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain 

adalah: 

a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai 

dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam 

aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya 

dengan sungguh-sunggu untuk menetapkan segala sesuatu yang 

menyangkut mengenai kejelsan pengertian dengan mengemukakan 

arti yang dimaksud oleh aturan tersebut. 

b. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud 

untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga 

diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang 

pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-

undang tersebut. 

c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan 

hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma 

yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara 

mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan 

antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat 

dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam 

undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di 

dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan 

sama sekali. 

d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara 

khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan 

kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat luas. 

e. Penafsiran resmi, yaitu penafisran terhadap suatu aturan sesuai 

dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-

undang
48
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

  Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu 

penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit 

(persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi 

dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum 

berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang 

dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian 

dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan 

hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai 

jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.  
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